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IlEPUTUAAI{
DIREIITUR FOLITDIIITET ITEGERI AAIARITDA

rouoR 82p/PL1lttP I 2o,2S
TDf,TAI{G

DAtrrlR IIIF'ORTAAI PI'BLIX YAIiG DIIiDCUAIIXTT
POLITTBIIIT IIEGERI AAUARIIIDA

TAHI' 2@5
DIREKTI'R POLITDIIIIE( IIEGDRI A1|U.ARIIIDA

a. bahwa dalam rangka pengelolaan, pelayanan, dan
p€ndokumentasian inforEasi publik di tingkungan Politeknik Negeri
Samarinda, mal<a diperlutan datr r informasi yang dikecuelikrn;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, Eaka perlu menetapkan
Keputusan Direldur Politeknik Negeri Samarinda.

1. Undang-urdang Nomor 20 Tahurr 2OO3 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (I,embaran Negara Republik lndonesia Ta}lun 2OO3 Nomor
78, Tambaian Ifmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 43Ol);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan
IDlormasi Publik (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembsran Negara Republik Indonesia Nomor
4916);

3. Peraturan Pemeiintah Nomor 96 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (tambaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor
215, Tambs}tan Irmbaran Negam Republik Indonesia NoEor 5357);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010
telltaIlg Grand Design Reformasi Birokr:asi 2010-2025;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun
20 1 2 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri
Madura (Berita Negara Republik Indonesia Taiun 2012 Nomor 1062);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Relormasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
61s);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun
2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Tahnn 2O2O-2O24 (Berita Negara Republik Indonesia
Talun 2020 Nomor 555);

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, DanTeknologi
Nomor 79784lM /06/2024 tentang Pengangkatan DireLtur
Politeknik Negeri Samarinda;

10. Keputusan Koordinator Pejabat Pengelola hformasi dan
Dokumentasi Kementerian Pendidikar, Kebudayaan, Riset, Dan
Teloologi Nomor 036/K-PPID lVlU2O23 tentang DaJtar Informasi
Publik Yang Bersifat Terbuka Di Kementerian Pendidkan,
Kebudayaan, Riset, Da! Teknologi Taiun 2023;

11. Keputussn Direktur politeknik Negeri Samarinda Nomor
'287|PLT l"fu l2O24 tentang Pengangkatan Tim Pejabat Pengelola
lnformasi dan Dokumentasi {PPID) di Lingkungan Politeknik Negeri
Samarinda.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

I(EEMPAT

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGEzu SAMARINDA TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAAN DI LINGKUNGAN
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA TAHUN 2025.

MDMUTUSXAIT

-)
o

Menetapkan Daftar lnformasi Pubtk Yang Dikecualikan Di Lingkungan
Politeknik Negeri Sarnar-inda Tahun 2025 s€bagai@ana te.cantum dalam
lampiran keputusan ini;

Daffar Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU, terdiri atas informasi yang dikuasai dan memiliki jangka wakru dalam
publikasi informasi
Daftar Informasi Publik yang bersifat dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU merupakan aauan yang harus dilaksanakan oleh setiap Pejabat
Pengelola lnformasi dan Dokumentasi di Politeknik Negeri Samarinda, dalarn
pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik
Keputusan ini berlatu sejat tanggal ditetapkan dengan ketentuan
bahwa segala sesuatunya al<arr ditinjau dan diperbaiki sebagaimana
mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini.

Ditetapkan di Saaarinda
Pada talggal 2 Januari 2025

Ahyar'Iltuhammad Diah, SE.
NIP 19681231 200012 t OO1

,MM.,Ph.DI

Tcabrl.l! Yth. :
l. Para Wakil Direhur di Polnes;
2. Para Ketua Jurusa! di Polnes;
3. Para Ih. Pusat/fa- UPA.



Lampiran Keputusan Direktur Foliteknik Negeri Sama.inda
Nomor : a2p |PLT /I.P /2025Tanggal | 2 Jalruari 2025

DAFTAR If,F'ORUASI PI'BLIX YAITG DIIITCUAIIXAT
DILIIIGXIIIIG,/I FOLITEXITIXIIEGERIsAUARIISDA

Tfifl'IT 2O2S

ro JENIS KLASIFIKASI
INFORMASI YANG
DIKECI]ALIKAN

ALASAN PEN(}ECIJALIAN JANGKA WAKTU

Hasil proses penjatuha,
hukuman disiplin pepwai

l. Pasal 17 hurufh angka 4 Undarg Urdang
nomor 14 Tahun 2008 tenteB keterbukaar
Iniormasi Publik

2. Pasal 322 Ayat (l) Undflg - UnderS Nomor
8 Tahun l98l Tentang Hukum Acam Pidana

3- Pasal44 Ayal (l) hurufh Undang Undang
Nomo.43 Tahun 2009 Tenrang keaEipan

4. Pasal 8 ayat (3) Peraturm Menteri Riset,
Telmologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 75
Talul 20 I 6 Tentang Layanal lnformasi
Publik

Dibuka s€telal ada
keputusan t6tap dari
Pimpinan badan
publik

2 Data pribadi Dosen, Staf
dan Mahasiswa, Alumni
serta Mifa Keda Sama

1. Pasal 44 Ayat (l) hurufh Undang-undang
Nomor 43 tahun 2009 Tenlang Kearsipan

2. Pasal 8 ayat (3) Peratuan Menteri Riset,
Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor
75 Tahun 2016

Dibuka setelah
mendapat
p€rsetujuan tertulis
dari yang
bersangkutan

3 Dokumen-dokumed dan
berita acara proses
Pembinaan Aparatur

1. Pasal l7 hurufh Undang-Urdang Nomor
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Idormasi Publik

2. Pasal 8 ayat (3) hurufh Peraturan Menteri
Risel Teknologi. Dan PendrdrLan Trnggr
Nomor 75 Tahun 2016 Tentang layanan
Informasi Publik

Dibuka setelah
mendapatkan
persetujuan tertulis
dari yang
bersangkutan

4 Soal Ujian diras dan
ujian penyesuaian ljazah

l. Pasal 17 hurufh angka 4 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Puhlik

2. Pasal 8 ayat (3) hurufh angka 4 Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan
Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 Tentang
Layanan Informasi Publik

Dibuka setelah
pengumuman
kelulusan

5 l. Pasal l7 huruf b dan huruf h angka 5

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
TentangKeterbukaan Info.masi Publik

2. Pasal 8 ayat (3) hurufb dan hurufh angka
5 Pemturan Menteri Riset, Teknologi, Dan
Perdidikan Tinsgi Nomor 75 Tahun 2016

I Tahun (diberikan
berupa ringkasan
lemuan)

6 Data temuan / tlasil audit
mutu intemal

t. Pasal 17 hurufb dan hurufh angka 5

Undang-Undang Nomor I 4 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan lnformasi Publik

2. Pasal 8 ayat (3) hurufb dan hurufh angka
5 Peratumn Menteri Riset, Teknologi, Dan
Pendidikan Tinggr Nomor 75 Tahun 2016
Tentang l2yanan lnformasi Publik

Dibuka set€lah ada
persetujuan dari
pimpinan badan
publik

Laporan Hasil
monitoring tindak lanjut
hasil audit

l. Pasal 6 ayat (3) pa-sal 17 hurufb dan huruf
h angka 5 Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik

2. Pasal 8 ayat (3) hurufb dan hurufh angka
5 Peraturan Menteri Ris€t, Teknologi, Dan
Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016
Tcntang Layanan Informasi Publik

I Tahun (diberikan
berupa ringkasan
laporan hasil
monitoring)

1.

Data evaluasi diri j urusan
/ Fogram studi

7



8. Kertas keda audit l. Pasal 6 Ayat (3) Pasal 17 hurufb dan
hurufh angka 5 Undang-Undang Nomor
l4 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik

2. Pasal 44 ayat (l) Undang-undang nomor
43 tahun 2009 tentang kearsipan 3. Pasal 8
ayat (3) hurufb dan hurufh angka 5
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan
P€ndidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016
T lnformasi Publik

l. Pasal l7 huufb dan hurufi Undang-
undang nomor 14 tahun 2008 tentang
keterbukaan informasi publik.

2. Pasal 8 ayat (3) hurufh dan hurufi
Peraturan Menteri Ris€t, Teknologi. Dan
Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 20 I 6
Tentang Layanan Informasi Publik

1 taiun dan setelah
priode audit selesai
dengan
persetujuan terhrlis
dari pimpinan
badan publik

9 Kertas Kerja Monitoring
(tindak lanjut hasil
rekapitulasi )

L Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik

2. Pasal 44 ayat (l) Undang-undang Nomor
43 tahun 2009 Tentanq kearsiDan

Dibuka setelah
mendapat
persetujuan teltulis
dari pimpinan
badan publik

10. Data pengaduan
masyarakat dan laporan
hasil pemeriksaan
pengaduan masyarakat
terhadap kinerja dan
prilaku individu pejabat
dan / atau staf

1. Pasal l7 huruf a dan hurufi Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tenlang
Keterbukaan lnformasi Publik

2. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3l Tahun
2014 Tentang perubahan atas undang-
undang nomor l3 tahun 2006 tentang
perlindungan saksi dan korban

3. Pasal 8 ayat (3) huruf a dan huruf i
Peraturan MentEri Riset, Teknologi, Dan
Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016
Tentans lavanan Informasi Publik

I Tahm (diberikan
berupa rekapitulasi
pengaduan)

l1 Konfiguasi data c€nter,
disaster recovery center,
database dan aplikasi
serta us€r name dan
password

l. Pasal 17 hurufb Undaag-Undang Nomor
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
lnformasi Publik

2. Pasal 44 ayat ( I ) Undang-undang nomor
43 tahun 2009 tentang kearsipan

3. Pasal 16 ayat I hurufb Undang-undang
nomor ll tahun 2008 tentang Informasi
dan transaksi Elektonik

4. Pasat I Undary-undang Nomor 30 tahun
2000 Tentans Rahasia dasans

12. Nilai tes Ujian Masuk l. Pasal l7 hurufh angka 4 Undang-undang
nomor l4 tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi publik.

2. Pasal 8 ayat (3) hurufh argka 4 Peraturan
Ment€ri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan
Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 Tentang
Layanan Informasi Publik

Dibuka setelah
mendapatkan
pers€tuj uan tertulis
dari yang
bersangkutan

201ahun

13. Soal tes ujian masuk l. Pasal l7 hurufb dan hurufi Undang-
undalg flomor 14 tahun 2008 tentang
ketoft ukaan i.fomasi publik.

2. Pasal 8 ayat (3) huufh dan hurufi
Peraturan Menleri Ris€t, Teknologi, Dan
Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016
Tentang lnvanan Informasi Publik

Dibuka setelah
pengumuman
kelulusan

1_4. Jawaban tes u.jian masuk Dibuka setelah
pengumuman
kelulusan



15. Nilai mahasiswa 1. Pasal 17 hurufh Undang-undang nomor
14 tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi publik.

2. Pasal 8 ayat (3) hurufh Peratuan Menteri
Risel. Teknologi. Dan Pendidikan Tinggi
Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan
Infomasi Publik

NtP 19681231 200012 I OO1
AhJ"di SE.,MM.,Ph.D 

I
Diah,Muhammad

16 Data ijazah 1. Pasal 17 huruf h Undang-undang nomor
l4 tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi ublic.

2. Pasal44 ayat (l) Undang-undang nomor
43 tahun 200

3. Pasel 8 ayat (3) hurufh dan hurufl
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan
Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 20 1 6
Tgntans l,ayanan lnformasi Publik

Dibuka setelah
mendapatkan
persetujuan tertulis
dari yang
bersangkutan

Dibuka setelah
mendapatkan
persetujuan tertulis
dari yang
b€rsangkutan

L7 Data piutang kepada
pegawai/dosen

1. Pasal 17 hurufh Undaag-undang nomor
14 tahun 2008 t€ntang keterbukaan
informasi publik.

2. Peratuan p€merintah nomor 6l tahun
2010 te,lta/dg dal^ pirutarig Wgawai

3. Paszl 8 ayat (3.1 hurufh Perduran MenEri
fuset, Teknologi. Dan Pendidikan Tinggi
Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan
lnformasi

18 Data gaji dao tunjangan
pegawai

l. Pasal l7 huruf i Undang-undang nomor l4
rahun 2008 tentang keterbukaan informasi
publik.

2. Peraturan p€merintah nomor 6l tahun
20 I 0 tentang data piutang pegawai

3. Pasal 8 ayat (3) huruf i Penturan Menteri
fuset. Teknologi, Dan Pendidikan Tinggr
Nomor 75 Tahun 2016 Tenlang l,ayanan
Informasi Publik

Dibuka setelah
mendapatkan
p€Netujuan ternrlis
dari yang
bersangkutan

Dbuka setelah
mendapatkan
persetujuan tertulis
dari yang
bersangl-uta.n


